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A. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang
dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. la adalah
kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis yang sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada
mekanisme pasar yang berkembang. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, Pemerintah
mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara. Mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat.

Penganut kedua sistem ini sama-sama mengklaim bahwa salah satu sistem lebih baik dari
yang lain, membuat rivalitas antar sistem ini menjalar ke berbagai aspek kehidupan lainnya,
mulai dari politik, sosial, budaya sampai pada gilirannya berubah menjadi sebuah ideologi
yang menjadi pedoman dan spirit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

Pandangan sosialis mulai nampak pada abad ke sembilan belas, mereka telah mati-matian
memerangi pandangan-pandangan ekonomi kapitalis. Munculnya sosialisme adalah akibat
kedzaliman yang diderita masyarakat karena sistem ekonomi kapitalis serta beberapa

kekeliruan yang terjadi di dalamnya.

Selanjutnya, Sistem ekonomi sosialis mengikuti tiga prinsip yang berbeda dengan sistem

ekonomi sebelumnya yaitu :

Pertama, Mewujudkan kesamaan secara riil.



Kedua, Menghapus kepemilikan individu sama sekali atau sebagian saja.

Ketiga, Mengatur produksi dan distribusi secara kolektif.

Sejarah Sistem Ekonomi Sosialis

Eropa baru saja menyelesaikan ‘perang’ antara kapitalisme dan rezim feodalisme.
Sebelumnya, sejarah masyarakat eropa lebih didominasi oleh kaum bangsawan dan feodal.
Kelas masyarakat inilah yang telah lama menancapkan kuku penjajahannya pada
masyarakat bawah. Namun, setelah sekian lama tertindas, akhirnya lahirlah kekuatan baru
bernama kaum kapitalis yang berusaha meruntuhkan otoritarianisme kaum feodal. Hal ini
ditandai dengan lahirnya Renaisance di eropa. Era ini menandai lepasnya masyarakat eropa

dari ‘zaman kegelapan’ yang lebih didominasi oleh kaum feodal.

Era pencerahan dimulai dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johan Guttenberg pada
abad ke-15 M. Hadirnya mesin cetak ini mampu merubah kondisi sosial-budaya masyarakat
eropa saat itu, terutama dalam produksi. Dengan mesin cetak, produksi buku akhirnya bisa
dilakukan secara massal, setelah sebelumnya bersifat manual menggunakan tangan atau
menulis di atas batu. Pola manual ini jelas sangat melelahkan dan tidak efektif untuk

meningkatkan produksi tulisan.

Ditemukannya mesin cetak ini merupakan fenomena revolusioner yang mampu mendobrak
kebutuhan bahan produksi selama berabad-abad. Mesin cetak adalah faktor utama
terjadinya akselerasi peningkatan produksi buku dan bacaan. Fenomena ini berimplikasi
pada lahirnya era komunikasi. Dengan banyaknya kuantitas buku yang dicetak, semua orang

terpicu untuk saling tukar ide dan pikiran.

Maraknya diskusi dan pertukaran ide ini ternyata membawa akibat fatal terhadap rezim
bangsawan. Budaya kritis masyarakat semakin terasah, sehingga mampu membongkar
segala macam kebusukan dan kebobrokan kaum feodal, sekaligus meruntuhkan mitos
surgawi yang diwartakan para raja. Revolusi teknologi itulah yang akhirnya menjadi titik
tolak terjadinya perubahan-perubahan di masyarakat. Fakta yang lebih jelas sebagai

konsekuensi munculnya revolusi teknologi ini melahirkan apa yang dinamakan dengan



Engels Revolusi Industri, yaitu terjadinya perubahan mendasar dari sistem pertanian ke
sistem perindustrian. Ketika revolusi industri terjadi, selanjutnya diikuti dengan lahirnya
revolusi sosial, salah satunya adalah Revolusi Perancis. Penindasan terhadap kaum buruh
oleh kaum Borjuis inilah yang mampu mendorong para pemikir untuk berupaya melahirkan
sistem baru yang mampu mengangkat keterpurukan kaum proletarian dari penindasan
kaum kapital. Salah satu tokoh yang peduli dengan nasib kaum buruh pada waktu itu adalah

Karl Marx yang menawarkan konsep sistem ekonomi sosialis.

Sistem masyarakat yang ada pada masa Karl Marx, sebenarnya merupakan akibat dari
kondisi ekonomi, dimana perubahan-perubahan yang dialami sistem tersebut semata-mata
bisa dikembalikan kepada satu sebab, yaitu perjuangan kelas (class struggle) dalam rangka
memperbaiki kondisi kelas tersebut secara materi. Sejarah telah menceritakan kepada kita,
bahwa perjuangan ini ketika itu selalu berakhir dengan satu bentuk, yaitu menangnya kelas
yang lebih dominan jumlahnya dan lebih jelek kondisinya atas kelas orang-orang kaya dan
kelas yang jumlahnya lebih sedikit. Inilah yang kemudian disebut dengan hukum Dialektika
Sosial. Dimana, hukum ini masih bisa berlaku untuk masa-masa mendatang, sebagaimana

hukum ini sebelumnya pernah terjadi.

Ekonomi sosialis memiliki beberapa prinsip dasar. Diantaranya adalah otoritas suatu negara
untuk menguasai semua aset masyarakat. Di sini regulasi seputar ekonomi serta
kepemilikan harta dilakukan oleh pemerintah. Prinsip lain adalah keseteraan ekonomi.
Maksudnya, masyarakat tidak bekerja untuk pribadi, mereka hanyalah pegawai pemerintah
yang gajinya berasal dari keringat mereka sendiri. Prinsip lainnya adalah tentang disiplin
politik. Di negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, parlemen sebagai lembaga yang
berhak membuat konstitusi dan regulasi dikuasai oleh kaum proletarian atau kaum buruh.
Mereka ditempatkan oleh partai-partai guna membuat regulasi yang cenderung berpihak

pada kaum buruh sebagai representasi kaum sosialis.

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Sosialis



Dalam praktiknya, sebuah sistem ekonomi yang diterapkan guna mewujudkan kemakmuran
dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tidak lepas dari dua sisi yang bertolak belakang,
yaitu kelebihan dan kekurangannya. Demikian juga dalam sistemekonomi sosialis. Diantara

kelebihan sistem ekonomi sosialis adalah disediakannya kebutuhan pokok bagi masyarakat,

hal itu didasarkan perencanaan negara, dan semua hasil produksi akan dikelola oleh negara.

Sedangkan kekurangan sistem ekonomi sosialis antara lain; kebebasan ekonomi yang
terbatas, hak dan kemampuan individu kurang dihargai, menurunnya semangat dan gairah
untuk berkreasi dan berinovasi, pemerintah cenderung bersikap otoriter, dan terabaikannya

pendidikan moral masyarakat.

B. Sistem Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh
kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi
baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini
pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan
kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam
ekonomi.

Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan
kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba
sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan
persaingan bebas dengan berbagai cara.

Ciri-ciri sistem ekonomi Kapitalis :

1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
2. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
3. Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar

kepentingann (keuntungan) sendiri

4, Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut
hedonisme

Dalam kapitalisme, meskipun keuntungan yang didapat sangatlah besar, kemudian tercipta
kompetisi sehat antar pasar tanpa risau terhadap campur tangan pemerintah, dan setiap
pemilik modal bebas menentukan pekerjaan atau usaha apa yang akan mereka jalankan,
tetap saja menciptakan beberapa nilai negative dan juga anomali. Kasus yang terjadi seperti



perbedaan kelas ekonomi yang semakin nyata lantaran keuntungan sepihak yang hanya
diperoleh kaum minoritas atau elitis saja, tanpa mengindahkan kesejahteraan masyarakat
pada umumnya.

Adam Smith juga sempat mencetuskan sebuah istilah dalam kerangkan teori ekonomi yang
dibangunnya; Invisible Hand. Yang dimaksud ‘tangan ghaib’ disini adalah semacam kekuatan
kasat mata yang menjalankan roda ekonomi dengan sewajarnya sehingga tidak terjadi
kekacauan dalam pasar. Mekanisme pasar yang terdiri dari supply and demand akan
mengatur kegiatan ekonomi masyarakat sebaik-baiknya dan Invisible hand dalam
mekanisme pasar itu akan mengatur kegiatan ekonomi masyarakat secara paling rasional,
sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Meskipun Adam Smith tidak menyebutkan istilah ‘kapitalisme’ di dua bukunya; The Theory
of Moral Sentiments dan The Wealth of Nations, tetapi metafora Invisible Hand jelas
merujuk kepada kompetisi sehat pada sebuah transaksi antara produsen dan konsumen,
yang mengarah kepada keuntungan untuk kedua belah pihak dengan frekuensi tetap
sehingga mampu menimbulkan barang produksi yang semakin berkualitas tetapi harga
semakin rendah. Dari sini, tentu pola yang dimaksud terdapat pada sistem ekonomi
kapitalis.

Tujuan kapitalisme yang hanya berasas pada biaya produksi yang murah dan keuntungan
yang tinggi realitanya berkebalikan dengan Islam, yang menganjurkan agar seorang muslim
tidak sekedar menimbun uang dan menghimbau agar menyedekahkannya untuk
kemaslahatan sosial, kapitalisme justru akan membentuk tatanan masyarakat yang egois,
materialis dan konsumeris.

Kebaikan-kebaikan Ekonomi Kapitalis:

1. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-
barang.

2. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala
hal yang terbaik dirinya.

3. Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang
diperlukan lebih kecil.

Kelemahan-kelemahan Ekonomi Kapitalis:

1. Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan
persaingan monopolistik.



2. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya
faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan
lain-lain.

SISTEM EKONOMI PANCASILA

Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem adalah serangkaian aturan kerja berantai yang digunakan untuk mencapai
tujuan tertentu sehingga sistem Ekonomi Pancasila itu sendiri bermakna serangkaian
aturan kerja berantai di bidang ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai
falsafah yang paling dasar.

Ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan (institutional
economics) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi
negara, yang kelima silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap
orang Indonesia. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi sila
Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi,
dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun.
Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat
sebagai caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari Ekonomi Pancasila.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau
hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika
atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai
semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara
pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistemm ekonomi yang digali dan
dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip
dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan,

nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan,




dan keadilan. Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar faham
liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar, Sistem
Ekonomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
Indonesia, yang bisa berasal dari nlai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau
norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

Di kalangan para pelopor sistem ekonomi pancasila terdapat dua cara pandang.

Pertama, jalur yuridis formal, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum
Sistemm Ekonomi Pancasila adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa

Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan

pasal 2 UUD 1945. Jalur kedua adalah jalur orientasi, yang menghubungkan sila-sila
dalam Pancasila. Pada dasarnya para pelopor tersebut menafsirkan SEP sebagai sistem
ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, IlI, IV, dan V.
Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Semangat Mubyarto untuk membangun teori ekonomi yang lebih realistik,
manusiawi tanpa meninggalkan nilai lokal bangsa Indonesia tertuang dalam konsep
Ekonomi Pancasila. Konsep ini lahir di bumi Indonesia, digali dari filsafat bangsa
Indonesia dan kemudian dianggap paling tepat mengarahkan perjalanan bangsa

Indonesia menuju masarakat adil dan makmur.

Konsep ekonomika etik ekonomi Pancasila oleh Mubyarto dalam bukunya Sistem
dan Moral Ekonomi Pancasila dicirikan sebagai berikut:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial.

2.Ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan

kemerataan sosial ekonomi.

3. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan

tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.

4. Koperasi merupakan soko perekonomian nasional.




5.Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme
kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan
sekaligus menjaga efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Boediono (Wakil Presiden RI), sistem Ekonomi Pancasila dicirikan oleh
lima hal sebagai berikut:

. Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional

.Manusia adalah “economic man” sekaligus “social and religious man”.
.Ada kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme dan kemerataan sosial.

. Prioritas utama kebijakan diletakkan pada penyusunan perekonomian nasional yang

tangguh.

.Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi,
diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan
ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila menurut Emil Salim dalam
bukunya “Membangun Koperasi dan Sistem Ekonomi Pancasila” adalah sebagai berikut:
.Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan

pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi.

.Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas

kekeluargaan antar sesama manusia.

.Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua

untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.

.Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad
hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil
bumi, dan lain sebagainya.

Dominasi Liberalisme Dalam Perekonomian
Meskipun dasar negara Indonesia adalah Pancasila, namun ironisnya sistem
perekonomian yang selama ini berlangsung tidaklah bersumber darinya. Setelah

dicengkeram sistem ekonomi komando di era Orde Lama yang bercorak sosialisme,




berikutnya perekonomian Indonesia menganut sistemm ekonomi pasar yang bercorak
kapitalisme di era Orde Baru. Jeratan kapitalise pun semakin menguat seiring derasnya
paham ekonomi neoliberal yang datang melalui agen-agen kapitalisme global seperti
World Bank dan IMF setelah Indonesia mengalami krisis moneter.

Dalam perjalanan republik ini, bisa dikatakan telah terjadi penyimpangan sistem

ekonomi nasional sehingga Pancasila sebagai dasar negara belum sepenuhnya menjiwai

sistem perekonomian negara ini, baik oleh aktor eksternal yang dimotori oleh World
Bank dan IMF maupun oleh aktor internal yaitu pemerintah melalui serangkaian

kebijakan ekonominya yang bersifat neoliberal dan kalangan intelektual ekonomi dengan

pemikiran-pemikirannya.

Sejak tahun 1983, memang pemerintah secara konsisten telah melakukan
berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi
perekonomian. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang
perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan
menengah; bahkan justru perusahaan besar dan konglomeratlah yang mendapat
keuntungan.

Mubyarto pun menyimpulkan bahwa sis-tem ekonomi yang diterapkan selama 32
tahun Orde Baru telah tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak dan mengabaikan
nilai-nilai keadilan. Memang krismon sejak tahun 1997 telah meruntuhkan hegemoni
pengusaha konglomerat, namun agaknya terlalu prematur untuk menyimpulkan bahwa
otomotis kemudian diterima paradigma baru ekonomi kerakyatan yang lebih menekan-
kan pada tuntutan akan sistem ekonomi yang demokratis dan lebih berkeadilan.

Sebagai sebuah gagasan besar, Ekonomi Pancasila sebagai sistemm ekonomi

bukan-bukan, bukan kapitalisme juga bukan sosialisme, menawarkan harapan berupa

sistem perekonomian alternatif yang bersifat komprehensif integral bagi jutaan

masyarakat Indonesia demi mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam

Alinea 1V Pembukaan UUD 1945.




Dalam konteks inilah kemudian diperlukan adanya reformasi tidak saja dalam
tataran implementasi kebijakan perekonomian selama ini, namun juga transformasi pola
pikir dari ekonomi neoliberal yang dominan untuk menjadi lebih berkemanusiaan dan
berkeadilan sosial yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Tawaran SEP dengan fokus ekonomi kerakyatan memang menarik. Namun,

pilihan akan sistem ekonomi yang cocok bagi Indonesia menuntut dilakukannya kajian

yang mendalam.
Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Pancasila

Pertanyaan yang muncul setiap kali men-diskusikan sistem ekonomi Indonesia

adalah: Sistem ekonomi yang sekarang berlangsung di Indonesia sebenarnya tergolong
sistem ekonomi apa?

Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Pertama, pendapat yang mengatakan
bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan sistem kapitalisme maupun sosialisme. Emil
Salim (1979) mengatakan bahwa SEP adalah sistem ekonomi pasar dengan unsur
perencanaan. Dengan kata lain, sifat dasar dari kedua kutub ekstrim ini berada dalam

keseimbangan. Mubyarto (1980: 74) berpendapat bahwa SEP mungkin sekali berada di

antara dua kutub tersebut, tapi di luarnya.

Tentu saja pandangan ini mendapat banyak kritikan tajam. Frans Seda, misalnya,
menju-luki pandangan ini sebagai paham "bukan-isme", yaitu paham serba bukan:
bukan kapitalisme, bukan liberalisme, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada
persaingan bebas yang saling mematikan, dsb. Tidak berlebihan, bila ada yang
menyebut sistem ekonomi semacam ini hanya dihuni oleh para malaikat, masyarakat
utopia.

Kritikan tajam juga datang dari Arief Budiman (1989: 4), vyang
mengatakan bahwa:

"Tampaknya, Mubyarto sendiri belum dapat merumuskan dengan tepat apa isi SEP-nya.

Dia baru berhasil membuat pagar batas untuk mengurung 'binatang




bernama SEP, sambil sekali-kali meraba-raba dan menerka-nerka bagaimana persisnya

bentuk dan rupa 'binatang’ ini".




